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L embaga Pemasyarakatan merupakan instans terakhir dari rangkaian sistem peradilan pidanayang
berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan berfungsi
sebagal tempat pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pembinaan yang
dilaksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan diupayakan agar sesuai dengan minat, bakat dan kebutuhan
narapidana. Hal ini diharapkan agar narapidana dapat mengembangkan potensi dirinya masing-masing agar
setelah habis masa pidananya dapat memperoleh bekal berupa keahlian dan kemampuan yang dapat
dimanfaatkan pada saat berintegrasi dengan masyarakat. Permasal ahan pokok dalam penelitian ini adalah
apakah yang diharapkan oleh narapidana untuk dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan dalam rangka
pemenuhan hak narapidana guna mengembangkan diri. Hak narapidana untuk mengembangkan diri di

L embaga Pemasyarakatan Sukamiskin dapat dikatakan belum sepenuhnya terpenuhi, dapat dilihat melalui
indikator ketersediaan fasilitas serta program pengembangan diri yang diberikan oleh pihak Lembaga
pemasyarakatan. Sebenarnya pihak lembaga pemasyarakatan telah menyediakan fasilitas-fasilitas dimaksud
melalui pengelompokan pada pos-pos kerja yang ada, namun jumlahnya masih sedikit dan tidak semua
narapidana dapat terserap. Ketersediaan program pengembangan diri dapat dikatakan relatif sudah tersedia,
meskipun demikian pihak Lembaga pemasyarakatan belum dapat mengakomodir semua program
pengembangan diri yang sesual dengan minat dan bakat narapidana. Pelatihan kerja atau keterampilan,
seringnya hal itu tidak sesuai dengan karakteristik, mint dan keinginan mereka, atau sudah tidak sesuai lagi
dengan kebutuhan dan kondisi di luar lembaga. Ketertinggalan teknologi dan tidak bervariasinya pemberian
keterampilan justru menyebabkan kegiatan menjadi tidak efektif, sehingga biaya produks yang telah
dikeluarkan tidak sebanding dengan hasil yang tidak diharapkan. Faktor penghambat lain yaitu lemahnya
manajemen sumber daya manusia khususnya dalam fungsi kepemimpinan dan pengorganisasian.
<hr>Correctional institution is the last institution from criminal judicature system that based on Acts
Republic of Indonesia Number 12 year 1995 about Institutional has function as reconstruction place for
prison and pupil of institutional. Implemented reconstruction is attempted to adjust their desire, intelligent
and necessity of prison. Thisis accepted in order to depelop them after they finish their punishment can
obtain know-how such as skill and used ability when they enter into community.The main problem in this
research is what accepted from prisoner so that it provide useful for correctional institution in attempt to
right fulfillment to develop them. From obtained conclusion that lack of chance for prison at Class |
Correctional Institution Sukamiskin Bandung to develop them during concerned with their phunisment
progress. Prisoner right to develop them at Sukamiskin Correctional Institution cannot be fully fulfilled,
viewed from facility infrastructure indicator as well as reconstruction program that provided by correctional
institution interna line. In fact, they provided such facilities through work posts classification that exist, but
insufficient to accommaodate the prisoner, nevertheless correctional institution internal line not yet
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accommodate all development program concerned with their desire and intelligent and willing or
inappropriately with situation and condition that they face. Training for them often not suitable with
technology and skill so that ineffective where production cost exceeded their hope. Other factor is poor
human resources management especially in leadership and organizational function.



